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ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OPAC OLEH
PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP TENTARA ANAK (2018-2022)

Oleh

DINA ERIANA

Negara Myanmar merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang tercatat
aktif dalam melakukan perekrutan tentara anak. Penggunaan tentara anak dilakukan
oleh pasukan militer Negara dan Non Negara. Anak-anak dimanfaatkan ke dalam
pasukan militer yang dinilai melanggar ketentuan militer. Hal tersebut
menyebabkan adanya gerakan dari pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan
kasus penggunaan tentara anak, dengan meratifikasi OPAC yang merupakan salah
satu protokol internasional yang mengatur mengenai tentara anak. Namun, pada
praktiknya perekrutan masih dilakukan hingga tahun 2022.

Pada penelitian ini menggunakan teori perjanjian internasional dan konsep
tentara anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis
deskriptif yang berfokus pada analisis penerapan perjanjian internasional OPAC
yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap tentara anak (2018-2022). Data
yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari artikel
berita internasional, laporan resmi dari PBB, artikel pada website resmi PBB seperti
UNICEF, OHCHR. Selain itu juga penggunaan situs children and Armed conflict
monitoring and report dan situs security council.

Berdasarkan dengan teori perjanjian internasional, penelitian ini menghasilkan
bahwa pemerintah Myanmar tidak sepenuhnya menjalankan ratifikasi dari protokol
OPAC. Hal tersebut karena masih banyak perekrutan tentara anak dalam periode
waktu 2018-2022. Akan tetapi pemerintah Myanmar menunjukan keseriusannya
melalui pengesahan Hak Anak 2019. Namun, dalam praktiknya kuatnya kuasa
militer di negara Myanmar menyebabkan lambatnya pemerintah dalam
menjalankan komitmen yang sesuai dengan kesepakatan yang ada, sehingga
perekrutan tentara anak masih terjadi hingga tahun 2022.

Kata Kunci: Myanmar, OPAC, Ratifikasi Perjanjian Internasional, Tentara anak



ABSTRACT

AN ANALYSIS OF THE MYANMAR GOVERNMENT'S
IMPLEMENTATION OF THE OPAC INTERNATIONAL TREATY ON
CHILD SOLDIERS (2018-2022)

By
DINA ERIANA

Myanmar is one of the countries in Southeast Asia that has been actively recruiting
child soldiers. The use of child soldiers is carried out by State and Non-State
military forces. Children are utilized into military forces that are considered to
violate military regulations. This led to a movement from the Myanmar government
to resolve the case of the use of child soldiers, by ratifying the OPAC which is one
of the international protocols governing child soldiers. However, in practice
recruitment is still being carried out until 2022. This research uses the theory of
international treaty ratification and the concept of child soldiers. This research
uses a qualitative approach with descriptive analysis that focuses on analyzing the
implementation of OPAC commitments made by the Myanmar government against
child soldiers (2018-2022). The data used in this research is secondary data derived
from international news articles, official reports from the United Nations, articles
on official UN websites such as UNICEF, OHCHR. In addition, the use of children
and armed conflict monitoring and report sites and security council sites. Based on
the theory of international treaty ratification, this study found that the Myanmar
government did not fully implement of the OPAC protocol. This is because there is
still a lot of recruitment of child soldiers in the period 2018-2022. However, the
Myanmar government showed its seriousness through the ratification of the 2019
Child Rights. However, in practice the strong military power in the country of
Myanmar causes the government to be slow in implementing commitments in
accordance with existing agreements, so that the recruitment of child soldiers still
occurs until 2022.

Keywords: Child Soldiers, Myanmar, OPAC, Ratification of Treaties
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I. PENDAHULUAN

Skripsi ini mengkaji terkait penggunaan tentara anak di Myanmar, terdapat 4
sub bab dalam penjelasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian. Pada latar belakang, peneliti
memaparkan mengenai masalah dalam penelitian, yaitu penggunaan tentara anak di
negara Myanmar. Selanjutnya dalam rumusan masalah yang menghasilkan gap
untuk penelitian ini berdasarkan dengan latar belakang masalah. Selanjutnya
mengenai tujuan dari pembentukan penelitian yang akan dipaparkan dalam tujuan

penelitian. Pada sub bab terakhir menuliskan mengenai manfaat dari penelitian ini.

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum Internasional merupakan sekumpulan hukum yang sebagian besar
terdiri dari asas-asas dan aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh negara-negara
(Starke, 2006). Definisi tradisional mengenai hukum internasional adalah sebagai
salah satu sistem yang terdiri dari aturan yang mengatur hubungan antarnegara
(Starke, 2006). Hukum Internasional mencakup keterkaitan satu sama lain
antarnegara, yaitu: aturan hukum yang berkaitan dengan fungsi Lembaga atau
organisasi internasional dan aturan hukum tertentu yang berkaitan dengan individu
atau entitas non negara yang menjadi perhatian masyarakat internasional (Starke,
2006). Menghasilkan sistem hubungan internasional yang teratur daripada adil
merupakan salah satu tujuan dibentuknya hukum internasional (Starke, 2006).
Selain itu hukum internasional dapat memastikan bahwa adanya keadilan yang
ditegakan di antara Negara dan menjamin keadilan bagi manusia.



Dalam hukum internasional terdapat 4 sumber hukum berdasarkan dengan Pasal
38(1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu (Brierly & Clapham, 2012):

1. Perjanjian internasional, baik umum ataupun khusus yang menetapkan
aturan yang secara tegas diakui oleh negara-negara yang bersangkutan

2. Kebiasaan internasional, sebagai bukti praktik umum yang dapat diterima
sebagai hukum

3. Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa

4.  Keputusan pengadilan dan ajaran para ahli sebagai sumber hukum tambahan

Perjanjian internasional adalah hukum bagi mereka yang membuatnya, yang
menggantikan, melengkapi dan mengurangi hukum umum suatu negara (Brierly &
Clapham, 2012). Perjanjian internasional bersifat jelas sebagai salah satu sumber
hukum bagi para pihak yang membuatnya sebagai hukum khusus atau spesifik
(Brierly & Clapham, 2012). Apabila berdasarkan dengan Konvensi Wina 1969
pasal 2 perjanjian internasional merupakan perjanjian yang telah disepakati antara
Negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik diwujudkan
dalam satu instrumen atau dalam dua atau lebih instrumen terkait dan apapun
sebutan khususnya (United Nations, 2005). Dengan adanya suatu perjanjian
internasional maka dapat mempermudah segala urusan baik lingkup internasional
ataupun nasional. Adanya perjanjian internasional yang telah disepakati, negara
sebagai aktor utama dalam menjalankan perjanjian wajib berkomitmen untuk
menjalankan janji tersebut, hal tersebut tercatat dalam Konvensi Wina 1969 pasal
2 (United Nations, 2005). Selain itu juga, perjanjian internasional dapat
memberikan manfaat untuk mengakhiri konflik bersenjata atau perang yang terjadi
berdasarkan dengan kesepakatan (Situngkir, 2018).

Konflik bersenjata yang berlangsung pada negara dan cukup berkepanjangan
dapat menyebabkan kerugian bagi negara itu sendiri (Fithria, 2024). Selain
kerugian kepada negara, masyarakat sipil juga menjadi salah satu korban dari
adanya konflik bersenjata yang berkepanjangan. Dalam konflik banyak anak yang
terkena dampak seperti menjadi korban kekerasan, pembunuhan, kekerasan seksual
dan juga perekrutan tentara anak (Putu Marta dkk., 2022). Penggunaan tentara anak

merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di negara berkonflik, sejumlah



anak dipaksa untuk melakukan kejahatan berperang tanpa memiliki kemampuan
untuk menolak perintah (Barraq Suwartono, 2020).

Menurut United Nation International Children’s Emergency Fund atau
UNICEF tentara anak didefinisikan sebagai prajurit anak yang berusia di bawah 18
tahun. Anak-anak yang berada di bawah 18 tahun tidak boleh ikut serta dalam
kelompok bersenjata sebagai tentara dalam pasukan militer yang meliputi sebagai
juru masak, kuli, pembawa pesan dan kelompok murni (Vinet, 2023a). Dalam
konflik bersenjata, penggunaan anak-anak sebagai kombatan diatur dalam pasal 77
protokol tambahan 1977 (Yunus, 2012). Dalam protokol tersebut, setiap anak yang
berusia di bawah 15 tahun dilarang ikut ambil bagian langsung dalam peperangan

dan dilatih untuk masuk angkatan perang (Yunus, 2012).

Perekrutan tentara terhadap anak-anak dinilai sangat rentan, dikarenakan
keadaan anak-anak yang mudah dipengaruhi daripada orang dewasa (Karamoy
dkk., 2021). Selain itu, perekrutan yang dilakukan secara paksa menyebabkan
banyaknya anak yang hilang dari jangkauan orang tua untuk berada dalam posko
para tentara. Apabila melihat secara psikologis, perekrutan tentara anak ini sangat
berbahaya, pembentukan karakter yang dilakukan menuntut anak tersebut untuk
tidak menjadi jati dirinya (Gupte, 2018). Dalam pembentukan karakter tersebut,
anak-anak ditanamkan mengenai rasa kebencian terhadap lawan, sehingga nilai-
nilai permusuhan tersebut membentuk ambisi sang anak untuk melakukan
pembunuhan (Widiyanti dkk., 2019). Para anak tersebut dijadikan sumber daya
yang signifikan dalam konflik bersenjata karena adanya karakteristik khusus yang
dimiliki oleh anak-anak. Tentara Anak Internasional melaporkan bahwa lebih dari
300.000 telah bergabung sebagai tentara anak, salah satunya di kawasan Asia
Tenggara (Ocha, 2019). Dalam catatan yang ditulis oleh UN General Assembly
Security Council terdapat 2 negara Asia Tenggara yang masih aktif melakukan

perekrutan tentara anak, yaitu:



Tabel 1. Daftar Negara Asia Tenggara yang melakukan perekrutan tentara anak

No Negara 2018 2019 2020 2021 2022
1. Myanmar 104 238 790 280 202
2. Filipina 18 19 12 27 11

Sumber: Hasil Olah Peneliti bersumber dari UN General Assembly Security Council
2018-2022.

Berdasarkan data di atas, Myanmar dan Filipina merupakan negara di Asia
Tenggara yang aktif dalam melakukan perekrutan tentara anak. Filipina merekrut
anak lebih sedikit apabila dibandingkan dengan negara Myanmar. Akan tetapi
keduanya masih aktif melakukan perekrutan hingga tahun 2022. Hal ini
menyebabkan kedua negara berada dalam daftar catatan PBB dalam penggunaan

tentara anak.

Penggunaan tentara anak di Myanmar masih dilakukan hingga tahun 2022,
Para pasukan militer masih memanfaatkan anak-anak dalam permusuhan dan
melanggar ketentuan penggunaan tentara anak (UCA News, 2021). Berbagai
serangan dilakukan untuk menculik anak-anak yang kemudian dilarikan ke posko
dan dilatih menjadi tentara anak. Terdapat beberapa pasukan militer di Myanmar
yang setiap tahunnya rutin melakukan perekrutan yang dilakukan secara paksa. Dari
banyaknya organisasi militer, di antaranya Tatmadaw, Kachin Independence Army
(KIA)!, Restoration Council of Shan State/Shan State Army-South (RCSS/SSA-
South)?, Shan State Progress Party/Shan State Army (SSPP/SSA)3, dan Arakan
Army (AA)*.

1 KIA atau Kachin Independence Army adalah organisasi Militer non pemerintah yang berada di
daerah Kachin. KIA berada di bawah kendali Kachin Independence Organization (KIO) (Kumbun,
2018)

2RCSS/SSA South atau Restoration Council of Shan State/Shan State Army-South adalah Organisasi
militer non pemerintah yang berada di negara bagian Shan, Loi Tai Leng (Frontier, 2024)

3 SSPP/SSA atau Shan State Progress Party/Shan State Army adalah organisasi militer yang berada
di negara bagian Shan.dan berada di bawah kendali RCSS ((Frontier, 2024)

4 Arakan Army (AA) adalah organisasi militer non pemerintah yang sangat besar yang berada di
daerah Rakhine (Hlaing, 2023).
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Gambar 1. Jumlah Tentara Anak di Myanmar 2018-2022

Sumber: UN General Assembly Security Council

Berdasarkan dengan data yang ada pada gambar 1 tentang Jumlah Tentara
Anak di Myanmar dalam jangka waktu 5 tahun, terdapat kenaikan dan penurunan
yang cukup signifikan. Tahun 2018 tentara Myanmar melakukan perekrutan
sebanyak 125, sebanyak 14 anak laki laki, 3 perempuan dan 108 tidak diketahui
yang menjadi tentara anak (United Nations, 2019). Di tahun 2019 sejumlah 143
anak dengan 8 anak laki-laki dan 135 tidak diketahui, pada tahun 2019 tidak
diketahui berapa banyak anak perempuan yang direkrut untuk bergabung dalam
tentara anak (United Nations, 2020). Sebanyak 790 anak yang direkrut pada tahun
2020, terdapat 778 anak laki-laki dan 12 perempuan yang direkrut oleh pasukan
militer (United Nations, 2021). Setelah mengalami kenaikan yang sangat tinggi
pada tahun 2020, di tahun 2021 terdapat 260 anak laki-laki dan 20 anak perempuan
yang direkrut. Sehingga total perekrutan pada tahun ini sebanyak 280 (United
Nations, 2022). Terdapat perbandingan selisih yang sangat jauh dengan tahun 2020
sebanyak 498. Di tahun 2022 ada 202 anak dengan usia paling muda 12 tahun
(United Nations, 2023a).



Berdasarkan data 5 tahun kebelakang, perekrutan tentara anak di Myanmar
mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Hal ini berdampingan
dengan langkah pemerintah dalam menghilangkan fenomena tentara anak di
Myanmar. Pada tahun 2015 pemerintah Myanmar menandatangani the Optional
Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of the
children in armed conflict (OPAC). OPAC merupakan suatu protokol tambahan
dari konvensi hak anak yang menjelaskan tentang keterlibatan anak dalam konflik
bersenjata (Vinet, 2024). OPAC merupakan salah satu komitmen luas yang
dilakukan oleh PBB untuk memperjuangkan mengenai perlindungan hak anak.
Anak-anak dinilai berhak mendapatkan perlindungan khusus tanpa adanya

diskriminasi yang terjadi.

Protokol ini diadopsi oleh majelis umum pada tanggal 25 mei 2000 dan mulai
berlakunya protokol ini pada tanggal 12 Februari 2002 (Vinet, 2024). Terdapat 173
negara yang telah meratifikasi OPAC, 7 negara yang telah menandatangani tetapi
belum meratifikasi dan 17 negara yang belum menandatangani maupun ratifikasi
OPAC (Vinet, 2024). Protokol OPAC memiliki nilai yang relevan dengan norma
dari hukum humaniter, karena OPAC dinilai tidak merugikan tujuan dan prinsip

yang terkandung dalam piagam PBB.

Dari 173 negara yang meratifikasi, Myanmar merupakan salah satu negara
yang telah melakukan tanda tangan dan juga ratifikasi terhadap OPAC. Myanmar
telah menandatangani pada tanggal 28 September 2015 dan meratifikasinya pada
tanggal 27 September 2019 (United Nations, 2024b). Hal tersebut di deklarasikan
oleh salah satu perwakilan negara Myanmar. Diratifikasinya OPAC oleh Myanmar,
mendapat sambutan hangat oleh PBB dan menunjukan keseriusan dalam

mengurangi penggunaan tentara anak.

Setelah melakukan ratifikasi OPAC pada tahun 2019, idealnya pemerintah
Myanmar dapat menyelesaikan fenomena perekrutan tentara anak. Akan tetapi,
proses dalam menghilangkan perekrutan tentara anak pemerintah mengalami
berbagai kendala, yang menyebabkan masih adanya perekrutan yang dilakukan

oleh aktor negara dan ethnic armies. Hal ini menjadikan negara Myanmar sebagai



salah satu negara asia tenggara yang masih berperan aktif dalam melakukan
perekrutan tentara anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, pada
skripsi ini peneliti akan membahas mengenai bagaimana realisasi pemerintah
Myanmar dalam menjalankan komitmen OPAC, dalam mengurangi penggunaan
tentara anak di Myanmar. Myanmar telah melakukan ratifikasi OPAC pada tahun
2019, namun faktanya di tahun 2020 penggunaan tentara anak di Myanmar
mencapai 790 anak. Atas pertimbangan tersebut, penelitian ini memiliki rumusan
masalah, yaitu: “Bagaimana penerapan pemerintah Myanmar dalam menjalankan

perjanjian internasional OPAC terhadap fenomena tentara anak (2018-2022)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan kasus penggunaan tentara anak pada tahun 2018-2022 yang
terjadi di Myanmar

2. Menganalisis penerapan pemerintah Myanmar dalam perjanjian internasional
OPAC sebagai upaya dalam penghapusan penggunaan tentara anak

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai
penggunaan tentara anak di Myanmar. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan
memberi informasi mengenai realisasi pemerintah Myanmar dalam menjalankan

komitmen OPAC. Di samping itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai data



tambahan bagi para akademisi Hubungan Internasional dan para peneliti
selanjutnya untuk meneliti terkait isu penggunaan tentara anak di Myanmar (2018-
2022).



Il. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua, terdiri dari 3 sub bab yang membahas mengenai tinjauan
pustaka dalam penelitian ini. Pertama membahas mengenai penelitian terdahulu
yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian. Pada sub bab itu akan
memaparkan 5 penelitian terdahulu yang digunakan, selain itu juga pemaparan
berupa 1 paragraf mengenai penelitian terdahulu yang kemudian hasil akhir akan
dibentuk tabel komparasi penelitian terdahulu. Kedua, memaparkan mengenai
konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini penulis
menggunakan adaptasi teori hukum internasional berupa perjanjian internasional
dan konsep tentara anak sebagai subjek dalam penelitian ini. Terakhir penulis
memaparkan kerangka berpikir mengenai penelitian.

2.1 Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi referensi penulis untuk menumpulkan dan
melengkapi teori guna untuk penelitian yang berjudul “Analisis Pelanggaran HAM
terhadap Anak di Myanmar dalam Konflik Bersenjata”. Pada bagian ini penulis
mencantumkan beberapa jurnal dan penelitian lain yang kemudian diringkas.
Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat bagaimana bentuk
penelitian yang ingin dilakukan. Kajian yang memiliki keterkaitan dengan kajian

ini, antara lain:

Penelitian Pertama (Ocha, 2019) menjelaskan mengenai upaya yang
dilakukan komunitas internasional dalam mengakhiri perekrutan penggunaan
tentara anak di Myanmar. Dalam jurnal ini dituliskan pada tahun 2007 PBB resolusi

1612 membentuk Satuan tugas Negara Myanmar untuk Pemantauan dan Pelaporan
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pelanggaran berat hak-hak anak dalam konflik bersenjata, yang bertujuan untuk
bekerja sama dengan pemerintah dalam memberhentikan perekrutan tentara anak.
Jurnal ini merupakan penelitian deskriptif dalam mengeksplorasi kajian di dalam
jurnal, data yang digunakan bersifat sekunder dan merajuk kepada buku-buku
dengan topik tentara anak. Hasil penelitian lainnya yang tertulis dalam jurnal ini
adalah, adanya pergerakan dan juga kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah
Myanmar, Tatmadaw dan kelompok etnis bersenjata dalam berupaya menghentikan

penggunaan tentara anak dan menghasilkan kemajuan dalam penghentiannya.

Penelitian Kedua (Gupte, 2018) menjelaskan bahwa 70.000 tentara anak
dengan persentase 20% merupakan tentara yang memiliki tugas aktif kepada negara
Myanmar, dengan sistem perekrutan yang dilakukan secara paksa. Tertulis dalam
jurnalnya, isu tentara anak dengan berbagai pelanggaran HAM ini disebabkan oleh
masalah sosial, ekonomi dan juga politik negara Myanmar sendiri. Selain hal
tersebut sebagai sebab dari adanya penggunaan tentara anak, konflik kedua etnis
yang menyebabkan ketidakstabilan politik sehingga hal tersebut ikut serta dalam
maraknya perekrutan tentara anak. Sejak tahun 1988 para angkatan darat di
Myanmar menjalankan program ekspansi cepat dengan tujuan merekrut 7.000
tentara per bulan, dan di tahun 2004, Dewan Perdamaian dan Pembangunan negara
(SPDC) membentuk komite pencegahan rekrutmen militer anak di bawah umur.
Jurnal kedua ini menegaskan bahwa budaya impunitas sangat terlihat jelas di militer
dan berlaku untuk semua jenis pelanggaran HAM. Berdasarkan data yang ada
dalam jurnal (Gupte, 2018) mengatakan bahwa negara Myanmar belum
meratifikasi Statuta Roma, sehingga tindakan perekrutan tentara anak ini tidak bisa

ditindak oleh International Criminal Court (ICC).

Penelitian ketiga (Karamoy dkk., 2021) yang menjelaskan bahwa
perlindungan anak-anak dalam konflik bersenjata diatur dalam Konvensi Jenewa
I11 dan 1V 1949, Protokol tambahan | dan Il 977 Konvensi tentang hak anak 1989.
Semuanya mengatur mengenai pemberian perlindungan khusus, bantuan dan
perawatan kepada anak dalam konflik bersenjata serta penggunaan anak-anak
sebagai tentara. Salah satu faktor yang menjadikan anak-anak sebagai tentara dalam
konflik bersenjata adalah karena anak-anak rentan dalam dipengaruhi daripada

orang dewasa dan banyak juga anak-anak yang dilakukan rekrut secara paksa.
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Negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 mempunyai kewajiban
untuk menerbitkan undang-undang nasional terhadap sanksi yang didapat kepada
setiap orang yang melakukan pelanggaran berat terhadap konvensi Jenewa. Dalam
jurnal (Karamoy, 2021) dituliskan bahwa mekanisme yang terdapat pada ketentuan
ini yaitu penegakan Hukum Humaniter Internasional yang dilaksanakan
berdasarkan proses peradilan nasional, apabila terdapat pelanggaran maka akan
dihukum berdasarkan perundang-undangan nasional. Peran International Criminal
Court (ICC) berdasarkan yurisdiksi sangat terbatas dari segi waktu maupun
geografis. ICC tidak dapat mengadili kejahatan yang terjadi diluar batas wilayah
negara. Jurnal ini menjelaskan mengenai hak-hak yang melindungi anak-anak
dalam konflik bersenjata, selain itu juga menjelaskan bagaimana peran UNICEF

sebagai salah satu lembaga yang dibangun oleh PBB untuk anak-anak di Dunia.

Penelitian keempat yang ditulis olen (Widiyanti dkk., 2019) menjelaskan
bahwa bentuk perlindungan yang nyata dalam konflik bersenjata dilakukan oleh
UNICEF, UNICEF adalah salah satu lembaga yang berada di bawah naungan PBB
yang memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan
kebijakan, dan melakukan promosi mengenai isu-isu anak. UNICEF juga
memberikan edukasi mengenai pelatihan kejuruan dan kegiatan rekreasi terhadap
anak yang renta dan para pekerja anak. Dalam jurnal tersebut ditulis bahwa dunia
internasional sudah berupaya banyak dan sedemikian rupa terhadap perlindungan
anak-anak yang mengikuti konflik bersenjata. Perlindungan hukum bagi anak-anak
yang direkrut menjadi tentara anak yang pertama adalah berdasarkan prinsip yang
menjadi dasar dalam Hukum Humaniter. Penulis jurnal (Widayanti, 2019)
mengagaskan bawa aturan tersebut tidak mengakomodasi segala tindakan yang
melibatkan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata, maka dari itu diperlukan
suatu aturan yang lebih jelas serta adanya sanksi yang didapatkan untuk para

pelanggar.

Peneliti Kelima adalah jurnal yang ditulis oleh (Prayuda dkk., 2020) dalam
jurnal ini menjelaskan mengenai bagaimana perekrutan tentara anak melalui
Hukum Humaniter. Selain itu juga dalam jurnal ini mencatat sebanyak 34% anak
bergabung karena kebutuhan akan materi dan menjadikan kegiatan ini sebagai cara

untuk mencari nafkah, tidak hanya kebutuhan materi banyak anak dalam daerah
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konflik bersenjata yang tergabung karena tekanan psikologis yang ekstrim hal ini
menyebabkan keberlangsungan hidup para anak-anak di daerah berkonflik. Jurnal
ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan berfokus kepada proses yang terjadi.
Dalam jurnal kelima, (Prayuda et al., 2020) menjelaskan banyak anak yang dipaksa
dengan cara menggunakan obat terlarang untuk bergabung dalam tentara anak, hal
ini dapat menyebabkan sang anak dapat menilai sesuatu secara realistis dan
cenderung akan lebih mudah marah, dengan demikian mereka akan lebih arogan
dalam menyerang musuh. Peneliti menyimpulkan bahwa perekrutan tentara anak
ini melanggar hukum humaniter, yang sudah dengan jelas mengatur mengenai
posisi anak-anak dalam konflik bersenjata yang harus dilindungi tidak adanya

keterlibatan di lapangan.

Tabel 2. Komparasi Penelitian Terdahulu

. Annabella I Gusti Ayu .
Lieutenant . . . Y Rendi
. Odelia Putri Sintiya
Kanokdarin . . Prayuda
Karamoy, Widayanti, . .
£ Techaraweesulpet . . Dian Venita
5 Prajakta Gupte  Michael Dewa Gede L
£ chdan . . Sary, Riezki
[ . Nainggolan, Sudika Mangku,
o Witchayanee . . . Adma
Ocha Natalia L. Ni Putu Rai Javandi
Lengkong Yuliartini y
Penggunaan
Tentara Anak Analisis
Child Soldiers . Dalam Konflik
. i Perlindungan . Hukum
The Role of in Myanmar: Bersenjata .
- HAM Anak- S . Humaniter
International Role of Ditinjau dari ;
L anak dalam . Internasional
= Community in Myanmar . Perspektif
=} . Konflik Terhadap
T Tracking the Government . Hukum
S Issue of Child and Bersenjata Humaniter Rekrutmen
L S Internasional . Tentara
Soldiers in Limitations of Internasional
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Myanmar International - (Studi Konflik: .
Internasional . Konflik
Law Konflik Berseniata
Bersenjata di Sri |
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K Normatif, -
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2| menelaah
c pendekatan
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S Liberalisme,
£ Organisasi Hukum Hukum Hukum
Ly : Hukum . . .
g Internasional dan Internasional Internasional Humaniter Humaniter
2  Hukum dan HAM Internasional Internasional
< Internasional
Tentara anak
di Myanmar
tidak dapat
gl;lt:ga;ihanya Perlindungan Salah satu
mase?lah HAM kepada cara
Masyarakat individu anak-anak Prinsip pembeda perekrutan
Internasional konflik ' merupakan hal  merupakan hal tentara
mempunyai peran yang penting.  yang dasar adalah
tersebut .
yang cukup adalah hasil Penyebab dalam HHI di dengan
signifikan dalam dari adanva direkrutnya kasus melakukan
membantu masalah y anak-anak perlindungan obat
menyelesaikan ekonomi sebagai bagian  hukum bagi terlarang.
perekrutan anak sosial da’n dari konflik anak-anak yang  Hal tersebut
di Myanmar. olitik van bersenjata menjadi Tentara  dilakukan
Selain masyarakat Eer'a di ya dg karena rentan anak. Beberapa  karena dapat
internasional, neJarap terkena instrumen memancing
keterlibatan Mganmar pengaruh. hukum yang emosi
Organisasi yanmar. Bentuk-bentuk  mengatur seorang
c . Pemerintah . .
< Internasional Mvanmar perlindungan mengenai anak, dan
2 dalam mendorong hai/us hak anak perlindungan juga
§ aktor yang terlibat menaambil menurut terhadap anak- menyerang
Q) dalam mengakhiri 'alurgten ah hukum anak dalam pikiran anak
penggunaan J and da gat internasional studi kasus Sri semasa
tentara anak, hal ?/ner% errt)ahank khususnya Lanka. Akan konflik.
ini menghasilkan an otgnomi hukum tetapi aturan- Perekrutan
pemerintah daerah humaniter aturan tersebut tentara anak
Myanmar dan Berlakim a telah diatur tidak jelas
Tatmadaw ICC di ney ara dalam mengakomodasi  melanggar
menerapkan M anmarg Konvensi segala tindakan Hukum
instrumen dan ha)r/us dim,ulai Jenewa 1949, yang yang Humaniter
perjanjian hukum denaan Protokol melibatkan anak Internasional
internasional mlagkukan Tambahan sebagai tentara , yang sudah
terhadap L 1977, dan anak dalam dengan jelas
yurisdiksi ICC . .
perekrutan anak atau Konvensi konflik melarang
di Myanmar. menanaaun Tentang Hak-  bersenjata. keterlibatan
untuk ggung Hak Anak anak dalam
. 1989 perang sipil.
memastikan
warganya
mendapatkan
keadilan.

Sumber: Hasil olah data Peneliti

Dapat disimpulkan dari lima artikel jurnal yang telah di-review oleh penulis

bahwa fenomena tentara anak di Myanmar disimpulkan menjadi salah satu hasil

dari konflik ekonomi, sosial dan politik yang terjadi di negara Myanmar. Persamaan

penelitian ini dengan kelima penelitian terdahulu adalah subjek yang digunakan,
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tentara anak menjadi subjek dan fokus utama dalam penelitian ini. Selain itu adanya
kesamaan konsep dan teori yang digunakan yaitu teori hukum internasional. Akan
tetapi penulis melengkapi penelitian dengan menggunakan perjanjian internasional
untuk melihat bagaimana komitmen OPAC dilaksanakan oleh pemerintah
Myanmar dalam menghilangkan penggunaan tentara anak. Ada juga perbedaan
dengan kelima peneliti sebelumnya adalah, penggunaan tahun sebagai batasan
peneliti dalam menulis penelitian. Penulis menggunakan batasan 5 tahun, berawal
dari 2018 dimana pemerintah Myanmar belum meratifikasi OPAC, kemudian
melakukan ratifikasi pada tahun 2019 dandi tahun 2020-2022 untuk melihat
realisasi komitmen OPAC yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar

2.2 Landasan Konseptual

Landasan konseptual dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis
untuk merumuskan kerangka analisis suatu penelitian. Adapun landasan konseptual
tentara anak yang digunakan oleh penulis sebagai subjek penelitian. Selain itu,
peneliti akan menganalisis menggunakan adaptasi teori hukum internasional yaitu
perjanjian internasional. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan OPAC sebagai
salah satu perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Myanmar sebagai
indikator analisis mengenai pengurangan penggunaan tentara anak di Myanmar
(2018-2022).

2.2.1 Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah hukum bagi mereka yang membuatnya, yang
menggantikan, melengkapi dan mengurangi hukum umum suatu negara (Brierly &
Clapham, 2012). Perjanjian internasional dapat melibatkan dua atau banyak Negara
yang mengadakan perjanjian satu sama lain untuk suatu tujuan khusus (Brierly &
Clapham, 2012). Alasan pembentukan suatu perjanjian adalah untuk menciptakan

kewajiban yang tidak ada dalam hukum ataupun mengecualikan aturan yang sudah
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seharusnya berlaku. Terbentuknya perjanjian sebagai sumber hukum dibuktikan
dengan pembuatan perjanjian yang dirangkai oleh banyak negara dengan tujuan
memberi persepsi yang sama terhadap hukum mengenai subjek tertentu atau
menetapkan aturan umum yang baru untuk perilaku di masa mendatang (Brierly &
Clapham, 2012).

Perjanjian internasional bersifat multidimensional, hal ini dikarenakan
banyaknya peninjauan dalam sebuah perjanjian, baik ditinjau dari proses
perumusan, jumlah peserta atau pihak, ruang lingkup berlakunya, Bahasa yang
digunakan dan lain-lain (Parthiana, 2017). Perjanjian internasional memiliki bentuk
yang beragam seperti; traktat, konvensi, piagam, konvenan, statuta, deklarasi,
persetujuan, penetapan, protokol, pakta, akta, memorandum kesepahaman dan
lainnya (Parthiana, 2017). Penggunaan nama dalam praktiknya digunakan
berdasarkan dengan kepentingan dan kesepakatan para pihak yang melakukan
perundingan. Penelitian ini berfokus pada protokol OPAC yang didorong oleh

Konvensi mengenai hak anak-anak.

Perjanjian internasional merupakan salah satu rujukan bagi negara atau
subjek hukum internasional lainnya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan
yang terjadi (Situngkir, 2018). Negara merupakan subjek hukum terpenting, yang
memiliki hak-hak dan kewajiban. Peran negara dalam perjanjian internasional
diatur dalam Konvensi Wina 1996 dan 1998 (Situngkir, 2018). Dalam konvensi
tersebut peran negara terbagi menjadi dua yaitu: Negara pihak merupakan Negara
yang menyatakan terikat kepada perjanjian internasional, dan Negara bukan pihak

merupakan negara yang tidak memiliki kewajiban (United Nations, 2005).

Keterkaitan suatu negara dengan perjanjian internasional, dibuktikan adanya
penandatanganan, pertukaran instrumen-instrumen dan ratifikasi (Situngkir, 2018).
Berlakunya suatu perjanjian internasional dimulai dengan terikatnya suatu negara
dengan penandatanganan oleh salah satu perwakilan negara (Situngkir, 2018).
Dalam Pasal 84 Konvensi Wina 1996 tercatat bahwa perjanjian internasional
berlaku setelah hari ketiga puluh setelah penyerahan ratifikasi atau aksesi oleh 35
negara (Situngkir, 2018). Setelah melakukan ratifikasi, dalam membentuk

perjanjian internasional menurut (Starke, 2006) terdapat tahap selanjutnya yang
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dilakukan untuk memastikan sebuah perjanjian tidak hanya diratifikasi dan tanda

tangan, yaitu:

1. Ratifikasi Perjanjian Internasional
2. Pemberlakuan Perjanjian Internasional

3. Penerapan Perjanjian Internasional

Dalam penelitian ini, perjanjian internasional yang digunakan adalah OPAC.
OPAC Merupakan salah satu instrumen keseriusan suatu negara dalam
menyelesaikan kasus penggunaan tentara anak. Sebagaimana mestinya
implementasi komitmen OPAC dapat dilakukan oleh negara yang telah sepakat
terhadap perjanjian tersebut.  Dengan teori perjanjian internasional akan
membentuk pandangan suatu negara dalam menjalankan perjanjian internasional
yang telah disepakati. Sehingga terdepan relevansi dalam menjalankan perjanjian

internasional dengan upaya suatu negara

Salah satu perjanjian internasional yang dibangun oleh PBB ialah the
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement
of the children in armed conflict (OPAC). OPAC merupakan suatu protokol
tambahan dari konvensi hak anak yang menjelaskan tentang keterlibatan anak
dalam konflik bersenjata (Vinet, 2024). OPAC terdiri dari 13 pasal yang mengikat
negara pihak. Dalam pelaksanaannya, OPAC memiliki 5 komitmen yang dilakukan.

Pada penelitian ini, teori perjanjian internasional digunakan untuk melihat
implementasi Myanmar setelah melakukan ratifikasi OPAC. Melalui pandangan
perjanjian internasional, dapat melihat bagaimana Myanmar menjalankan
komitmen OPAC untuk mengurangi penggunaan tentara anak. Sehingga perjanjian
tersebut tidak sekedar penandatanganan dan ratifikasi. Setelah melakukan ratifikasi,
kemudian akan diteliti bagaimana pemerintah Myanmar dalam melakukan

pemberlakuan dan penerapan perjanjian berdasarkan dengan komitmen OPAC.
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2.2.2 Tentara Anak

Awal mula penggunaan tentara anak terjadi pada tahun 1990-an, di mana
sekelompok anak di Amerika Latin yang bergabung dengan tentara El Salvador,
Ekuador, Guatemala, Meksiko, Nikaragua, Paraguay, Kolombia dan Peru (Putu
Marta dkk., 2022). Anak-anak tidak hanya menerima kekerasaan pada saat konflik
bersenjata, melainkan banyak juga anak yang berperan aktif dalam pertempuran
sebagai tentara, atau ‘tentara anak’ (Bahgat dkk., 2017). Definisi tentara anak yang
dikemukakan oleh Principles and Guidelines on Children Associated with Armed
Forces adalah

“Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, yang telah direkrut atau
telah digunakan oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata dalam
kapasitas apa pun, dan tidak terbatas kepada anak-anak, anak laki-laki dan
perempuan digunakan sebagai pejuang, juru masak, kuli angkut, pembawa

pesan, mata-mata atau untuk tujuan seksual. Istilah ini tidak hanya merajuk

pada seorang anak yang ikut atau terlibat langsung dalam permusuhan.”
(UNICEF, 2007)

Pasukan militer secara rutin menggunakan anak-anak sebagai pelayan,
pengintai dan pemberi dukungan. Akan tetapi banyak juga pasukan militer yang
melakukan perekrutan dalam jumlah besar, yang kemudian menjadikan anak-anak
sebagai pejuang konflik. Terdapat 105.000 anak yang digunakan sebagai pasukan
tentara dengan rentang tahun 2005 hingga 2020 (Unicef, 2022), dan dalam
praktiknya hal angka tersebut bisa lebih besar. Pada tahun 2018 Child soldiers
Internasional (CSI) merilis terdapat 46 negara bagian yang menggunakan anak di

bawah usia 18 tahun untuk kepentingan militer (Child soldiers international, 2018).

Penyebab perekrutan tentara anak dinilai lebih mudah, karena adanya
perbedaan perilaku dalam mengambil keputusan antara anak-anak dengan orang
dewasa. Anak-anak memiliki karakteristik yang lebih efektif seperti mudah
beradaptasi, patuh dan lebih mudah dikendalikan sehingga para tentara melakukan
doktrinasi yang akibatnya mudah ditipu dan dipertahankan (Beber & Blattman,
2013). Faktor penggunaan tentara anak didasarkan pada permintaan yang
berhubungan dengan kebutuhan kelompok pemberontak yang menggunakan anak-

anak. Sedangkan dalam sisi penawaran mengacu kepada mudahnya anak-anak
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untuk direkrut (Bahgat dkk., 2017). Perekrutan tentara anak ini memiliki
keterkaitan dengan pasar tenaga kerja, banyak negara yang mempekerjakan anak
dan akan menjadi lebih umum. Ada juga faktor lain yang berkaitan yaitu
keberadaan posko pengungsian pada negara yang terkena konflik. Posko
pengungsian seringkali menampung banyak anak-anak, yang membuat adanya
kegiatan penculikan terhadap anak-anak, hal ini dikarenakan mudahnya akses untuk

memasuki posko penculikan (Achvarina, Reich, 2006).

Perekrutan secara paksa dinilai adanya kaitan dengan intensitas konflik yang
berjalan dalam suatu negara, apabila intensitas semakin tinggi maka tingkat
penculikan semakin tinggi. Hal tersebut terjadi pada Revolutionary United Front
atau RUF di Sierra Leone, dengan memanfaatkan anak-anak sebagai kekuatan dan
melanjutkan perang yang sedang berlangsung (Haer, 2019). Di negara Nepal dan
Sri Lanka, perekrutan paksa dilakukan oleh oposisi dengan memaksa keluarga
menyediakan satu untuk kebutuhan operasi perang. Metode perekrutan seperti
Nepal dan Sri Lanka, jarang dilakukan dikarenakan banyak perekrutan paksa yang

dilakukan dengan cara diculik secara berkelompok (Haer, 2019).

Pasukan militer secara rutin menggunakan anak-anak sebagai pelayan,
pengintai dan pemberi dukungan. Akan tetapi banyak juga pasukan militer yang
melakukan perekrutan dalam jumlah besar, yang kemudian menjadikan anak-anak
sebagai pejuang konflik. Terdapat 105.000 anak yang digunakan sebagai pasukan
tentara dengan rentang tahun 2005 hingga 2020 (Unicef, 2022), dan dalam
praktiknya hal angka tersebut bisa lebih besar. Pada tahun 2018 Child soldiers
International merilis terdapat 46 negara bagian yang menggunakan anak di bawah
usia 18 tahun untuk kepentingan militer (Child soldiers international, 2018).

Konsep tentara anak dilakukan sebagai salah satu subjek analisis, dikarenakan
tentara anak menjadi aktor dalam penelitian ini. Menurut Konvensi Hak anak dan
juga Konvensi Jenewa yang mengatur mengenai konflik bersenjata, bahwa
penggunaan tentara anak tidak dapat dilakukan lagi. Tentara anak ini menjadi aktor
yang relevan untuk melihat bagaimana pemerintah Myanmar menjalankan

komitmen OPAC dalam perjanjian internasional.
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2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alat yang digunakan penulis untuk
membangun pola pikir yang diterapkan dalam penelitian ini. Kerangka berpikir
sebagai model ilustratif mengenai dasar pemahaman dan alur berpikir terkait
analisis komitmen Myanmar dalam perjanjian OPAC dalam menangani tentara
anak (2018-2022). Model kerangka pemikiran menggunakan konsep tentara anak
sebagai subjek penelitian. Fenomena tentara anak yang terjadi di Myanmar
menghasilkan diratifikasinya perjanjian Internasional OPAC oleh negara Myanmar

sebagai upaya penghapusan perekrutan tentara anak.

Penerapan teori perjanjian internasional memberikan dasar hukum untuk
melarang penggunaan anak sebagai tentara di tingkat global. Dengan ratifikasi
dapat memastikan adanya penerapan hukum tersebut di tingkat nasional. Maka
kedua teori ini dapat membuat konsep tentara anak dapat dicegah, dihentikan dan
ditangani secara efektif. Melalui ratifikasi perjanjian internasional OPAC tersebut,
penulis akan meninjau mengenai penerapan perjanjian internasional berdasarkan 5
komitmen OPAC yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar dalam penghapusan

penggunaan tentara anak.
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I11. METODE PENELITIAN

Bab ketiga diisi oleh metode yang digunakan oleh peneliti, yang terbagi menjadi
5 sub bab. Pertama, menjelaskan mengenai metode yang dilakukan dalam penulisan
penelitian. Kedua, menjelaskan mengenai fokus penelitian yang dilakukan oleh
penulis. Ketiga, penulis menjelaskan mengenai sumber dan jenis data yang
digunakan pada penelitian ini. Keempat, penulis memaparkan bagaimana teknik
pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, untuk menyajikan data yang ditulis
dalam penelitian. Terakhir, berisi mengenai teknik yang digunakan oleh penulis
dalam melakukan analisis data.

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
dengan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif semakin banyak digunakan
dalam penelitian sosial, menurut Creswell penelitian kualitatif adalah penelitian
yang mengandalkan kalimat, data gambar yang memiliki langkah-langkah unik
dalam menganalisis dana dan menggunakan beberapa gambaran (Creswell, 2014).
Pendekatan kualitatif dapat dilakukan apabila data penelitian kuantitatif tidak
dapat digunakan (Bryman, 2012). Selain itu juga penelitian kualitatif menganggap
adanya fenomena sosial karena adanya interaksi antara individu maupun

kelompok yang terlibat.

Penelitian ini termasuk ke dalam metode pendekatan kualitatif, dalam
metode pendekatan ini dapat membantu peneliti melihat dan menganalisa

bagaimana pemerintah Myanmar menjalankan komitmen OPAC dalam
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menghapus penggunaan tentara anak. Selain itu juga, isu ini termasuk dalam
fenomena sosial karena adanya interaksi antara pasukan militer sebagai pelaku
penggunaan tentara anak, anak sebagai korban dari perekrutan tentara anak, dan
pemerintah sebagai aktor yang menjalankan komitmen OPAC yang telah
diratifikasi pada tahun 2019.

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah menganalisa kasus karena
penggunaan tentara anak masih dilakukan dengan kurun waktu 2018 sampai
2022. Selain itu juga penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan
informasi secara lengkap mengenai penggunaan tentara anak di Myanmar, yang
kemudian menghasilkan bagaimana pemerintah Myanmar menjalankan
komitmen OPAC setelah diratifikasi pada tahun 2019. Melalui data tersebut
kemudian akan menghasilkan analisa terhadap 5 komitmen OPAC yang telah
disepakati negara Myanmar dalam menghapus penggunaan tentara anak. Selain
itu juga, akan mengetahui hambatan pemerintah Myanmar dalam

menghilangkan fenomena penggunaan tentara anak.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada bagaimana pemerintah Myanmar menjalankan
komitmen OPAC dalam menyelesaikan kasus perekrutan tentara anak dengan
kurun waktu 2018-2022. Tindakan pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan
fenomena penggunaan tentara anak yang dianalisis menggunakan perjanjian
internasional OPAC. Dalam perjanjian OPAC, terdapat 5 komitmen yang
disetujui. 5 komitmen OPAC menjadi fokus penelitian, karena pasukan militer
negara Myanmar masih aktif dalam melakukan perekrutan tentara anak. Dalam
Konvensi Opsional (OPAC) Negara harus mengambil langkah yang ditempuh
untuk memastikan angkatan bersenjata yang belum berusia 18 tahun tidak
dilibatkan. Dalam implementasinya di Myanmar penggunaan tentara anak masih

dilakukan oleh pasukan militer.
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3.3 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif ada banyak sumber dan jenis data yang dilakukan
diantaranya wawancara, observasi, dokumen dan lainnya (Creswell, 2014). Pada
penelitian ini penulis menggunakan laman resmi dari PBB seperti UNICEF,
OHCHR untuk mengetahui perkembangan kerja sama antara PBB dan pemerintah
Myanmar. Dalam mengumpulkan data korban dari perekrutan tentara anak,
penulis menggunakan data Report of the Secretary-General yang dikeluarkan oleh
PBB. Selain laporan yang dikeluarkan PBB, penulis mendapatkan data terkait
pengembalian tentara anak di Myanmar dari berita artikel internasional seperti Al
Jazeera dan britannica. Penulis menggunakan referensi beberapa buku mengenai
tentara anak di Myanmar yang dikeluarkan oleh Human Right Watch dengan judul
“my gun was as tall as me” untuk mengetahui sejarah terjadinya perekrutan
tentara anak di masa lampau. Selain itu penulis menggunakan referensi buku
hukum internasional berjudul “Introduction to international law” milik J.Q
Starke, Q.C untuk mengetahui mengenai perjanjian internasional dan bagaimana

penerapan perjanjian internasional setelah melakukan ratifikasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan dalam
mengumpulkan data-data yang kemudian akan diteliti demi berjalannya
penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
dengan melakukan kajian pustaka. Melalui kajian pustaka peneliti akan
mempelajari dokumen yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga terkait
mengenai tentara anak. Selain itu juga peneliti menggunakan pemaparan melalui
buku, jurnal dan berita resmi mengenai perjanjian internasional. Kajian pustaka
dapat membantu penulis dalam mendapatkan data dan informasi terkait

pemerintah Myanmar yang berupaya menghilangkan fenomena tentara anak pada
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tahun 2018-2022. Selain itu juga, kajian pustaka membantu peneliti dalam
menemukan data mengenai perkembangan penggunaan tentara anak di tahun
2018-2022.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, data yang didapatkan kemudian akan
diolah dan dianalisis menjadi informasi yang terstruktur. Penelitian ini
menggunakan teknik analisis data secara induktif. Menurut (Miles dkk., 2014)

terdapat beberapa tahapan dalam menganalisis data, yaitu:

1. Kondensasi Data

Kondensasi ~ data  merupakan tahapan  memilih,  memfokuskan
penyederhanaan, abstraksi data yang didapat melalui dokumen sehingga dapat
dideskripsikan oleh peneliti. Tahapan ini terus berlangsung selama proses
pengumpulan data masih dilakukan. Dalam kondensasi data peneliti mencari
data melalui laporan tahunan PBB mengenai keterlibatan anak dalam konflik
bersenjata, artikel laman resmi PBB seperti UNICEF, OHCHR, UNHCR dan
artikel berita internasional seperti britannica dan Aljazeera serta jurnal dan
penelitian terdahulu. Setelah mendapatkan data peneliti akan melakukan
kondensasi data dengan memilih, memfokuskan dan menyederhanakan data-
data yang kemudian akan digabungkan sehingga menghasilkan jawaban dari

pertanyaan penelitian.
2. Penyajian Data

Tahap selanjutnya yang dilakukan guna untuk mempermudah peneliti dalam
menarik secara keseluruhan data yang telah dikondensasi. Melalui penyajian
data ini, data menjadi lebih terorganisir yang dapat memudahkan penulis dalam

memahami data yang telah dikumpulkan dan kemudian dianalisis lebih
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mendalam. Data tersebut akan disajikan berupa tabel, bagan ataupun narasi yang
dibentuk untuk memudahkan pembaca. Data tersebut bersumber dari laporan
tahunan Report of the Secretary-General yang dikeluarkan oleh PBB mengenai
penggunaan tentara anak negara Myanmar pada tahun 2018-2022, artikel laman
internasional, laman resmi dari PBB untuk mengetahui proses negara Myanmar

dalam menerapkan perjanjian internasional OPAC.
3. Penarikan kesimpulan

Pada tahap terakhir, penulis menarik kesimpulan terhadap data yang telah
dikondensasi dan penyajian data. Pada penelitian ini data yang akan disajikan
mengenai penerapan perjanjian internasional protokol OPAC yang dilakukan
olen Myanmar, terhadap perekrutan tentara anak pada periode 2018-2022.
Kesimpulan yang peneliti tarik kemudian akan diuji kebenaran, kekokohan dan
keselarasan apakah sudah sesuai dengan penelitian. Selain itu untuk

menyelaraskan peneliti akan memberikan pandangan pada kesimpulan.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima menjadi bab akhir yang ditulis dalam penelitian ini, dan terdiri
dari 2 sub bab. Pertama, berisi simpulan dari semua yang telah penulis tulis dalam
penelitian. Hal ini menghasilkan kesimpulan berdasarkan dengan data yang telah
diteliti dan ditulis dalam penelitian. Terakhir, berisi saran mengenai penelitian
selanjutnya pada topik analisis komitmen pemerintah Myanmar dalam protokol
OPAC terhadap penggunaan tentara anak.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan peneliti mengenai pemerintah Myanmar dalam
menjalankan Perjanjian Internasional OPAC terhadap tentara anak 2018-2022,
peneliti menemukan bahwa penggunaan tentara anak di Myanmar sudah jauh lama
dilakukan setelah kurangnya minat masyarakat kepada militer pada tahun 1998.
Perekrutan tentara anak yang terjadi di Myanmar tidak hanya dilakukan oleh aktor
negara, akan tetapi terdapat etnis bersenjata juga yang termasuk dalam laporan
PBB. Etnis bersenjata ini merupakan bentuk perlawanan masyarakat kepada
pemerintah di Myanmar. Terdapat 4 etnis bersenjata yang terbentuk setahun
setelah kemerdekaan Myanmar. Hal tersebut terjadi karena bentuk perlawanan

kepada pemerintah Myanmar.

Penggunaan tentara anak tersebut masih berlangsung hingga tahun 2022. Hal
ini menyebabkan adanya aksi pemerintah dalam menghapus penggunaan tentara
anak. OPAC merupakan suatu protokol tambahan dari konvensi hak anak yang
menjelaskan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Dibentuknya

OPAC sebagai salah satu bentuk komitmen keseriusan PBB dalam menyelesaikan
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kasus penggunaan tentara anak di dunia. Hal itu disetujui oleh Myanmar dengan
melakukan tanda tangan pada tahun 2015, dan meratifikasinya pada tahun 2019.

Pemerintah Myanmar melakukan ratifikasi kepada 2 pasal OPAC. Pasal
pertama adalah Pasal 3 ayat 2, yang mengacu kepada tidak melibatkan anak yang
berusia di bawah 18 tahun masuk ke dalam peperangan. Selanjutnya pasal 4 yang
menjadikan pemerintah siap menjembatani antara pasukan militer untuk mencapai
kesepakatan pemberhentian penggunaan tentara anak. Melalui kedua pasal
tersebut, menunjukan gerakan serius pemerintah Myanmar untuk menghilangkan

penggunaan tentara anak.

Setelah melakukan ratifikasi, umumnya pemberlakuan perjanjian
internasional dapat dilaksanakan setelah menyerahkan dokumen. Pemberlakuan
komitmen OPAC berpacu kepada 5 komitmen yang dibentuk dalam perjanjian
protokol OPAC. Dalam protokol OPAC terdapat 5 komitmen yang dibentuk
sebagai garis besar pemberlakuan protokol. Melalui 5 komitmen yag ada, terdapat
4 protokol yang relevan dengan kedua pasal yang telah diratifikasi oleh Myanmar.
Sehingga, setelah menyerahkan dokumen pengesahan perjanjian, pemerintah

diharapkan dapat memberlakukan perjanjian tersebut.

Berdasarkan dengan 5 komitmen OPAC sebagai langkah penerapan, masih
terjadi perekrutan yang dilakukan oleh pasukan militer Negara dan non Negara,
dan juga perekrutan yang dilakukan secara paksa. Hal ini menyebabkan gagalnya
pemerintah menjalankan kedua komitmen mengenai perekrutan tentara anak.
Selain itu tidak adanya perkembangan negosiasi antara pasukan militer dan
pemerintah untuk mencapai kesepakatan demobilisasi. Hal ini menyebabkan

kegagalan Myanmar dalam menjalankan komitmen yang sangat relevan pasal 4.

Penerapan perjanjian OPAC melalui kelima komitmen tersebut dapat
disimpulkan, Myanmar gagal dalam menjalankan komitmen dari OPAC. Hal itu
dibuktikan dengan masih adanya perekrutan tentara anak yang dilakukan oleh
militer Myanmar dan etnis bersenjata. Selain itu juga penerapan yang lambat, serta
penegakan hukum yang lambat menyebabkan dari kelima komitmen tidak ada
yang berjalan. Tingginya kuasa militer di Myanmar merupakan salah satu

penyebab terhambatnya pemerintah dalam menjalankan komitmen OPAC. Hal ini
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menjadikan fenomena tentara anak masih sangat banyak ditemui di Negara
Myanmar.

5.2 Saran

Melalui penelitian “Analisis Komitmen Pemerintah Myanmar dalam
menjalankan Perjanjian Internasional OPAC terhadap Tentara Anak 2018-2022”
peneliti menganjurkan saran kepada program studi Hubungan Internasional dan
juga peneliti lainnya yang tertarik mengkaji mengenai penerapan perjanjian
internasional. Adapun saran tersebut yaitu, kepada peneliti selanjutnya yang
memiliki minat atau keterkaitan untuk mengkaji isu penerapan perjanjian
internasional khususnya perjanjian internasional terhadap tentara anak di Myanmar.
Peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian dengan memberikan data yang
terbaru pada tahun berikutnya. Dengan berkembangnya informasi mengenai
fenomena tentara anak di Myanmar, peneliti selanjutnya dapat menganalisis apakah
Myanmar telah menyanggupi untuk menjalankan komitmen salah satu perjanjian

internasional dalam menghilangkan fenomena tentara anak.
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